
BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik 

kesimpulan, yakni sebagai berikut: 

1. Parisipasi masyarakat menjadi hal mutlak dalam penyusunan serta keterlibatan dalam 

tahap pembentukan program legislasi daerah di DPRD Kabupaten Bone Bolango, saat 

ini DPRD belum efektif dalam melaksanakan tugas dalam tahap keterlibatan partisipasi 

masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah sehingganya mengakibatkan 

kurang maksimalnya produk hukum yang dihasilkan. Keterlibatan masyarakat hanya 

pada tahap aspirasi dan ditindaklanjuti oleh DPRD, namun tidak 

dilibatkan secara penuh dalam tahap penyusunan ataupun pembentukannyaUntuk itu 

akibatnya tidak berjalan secara efektif. Keterlibatan masyarakat 

tidak secara substansial dilaksanakan oleh DPRD kabupaten BoneBolango 

2. Faktor penghambat dalam penyusunan program legislasi daerah yang aspiratif menjadi 

hal yang sangat substansial diantaranya pendidikan, sodilaritas, kepentingan umum, 

komunikasi yang intensif serta kesempatan yang sama dari masyarakat berpartisipasi 

dalam penyusunan Prolegda menjadi faktor  penentu dalam produktifitas hukum yang 

akan dihasilkan dari masyarakat. 

 

5.2 Saran 

1. Badan Legislasi DPRD Bone Bolango harus lebih jelas dalam meningkatkan kualitas 

kinerja untuk menentukan arah prioritas dalam melakukan penyusunan produk hukum 

dengan tidak menyampingkan partisipasi masyarakat Bone Bolango. Keterlibatan 



masyarakat secara utuh melalui penyusunan serta sampai tahap pembentukan harus 

dilaksanakan dan tidak bisa menyampingkan aspirasi masyarakat daerah tersebut. 

2. Dalam penyusunan dan peneyerapan apirasi masyarakat dalam melakukan suatu 

program legislasi daerah melalui DPRD Bone Bolango harus lebih ditingkatkan lagi 

melalui pelaksanaan kegiatan yang menyerap aspirasi masyarakat secara penuh. 
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